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Peraturan Gebernur Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Penunjuk Teknis Pelaksanaan Uqubat cambuk yang kemudian diganti dengan
Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat yang diantaranya mengatur tentang dalam hal pelaksanaan pidana
cambuk harus menggunakan pakaian yang disediakan, pelaksanaan pidana cambuk tidak  boleh dihadiri anak dibawah umur 18
tahun, jarak antara tempat berdiri terhukum dengan masyarakat paling dekat 12 meter, serta terpidana cambuk tidak boleh
melakukan perlawanan balik ketika pelaksanaan uqubat cambuk dilakukan. Namun, dalam praktiknya berbeda dengan apa yang
sudah diatur dalam Hukum Acara Jinayat.
Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui sebab-sebab pelaksanaan pidana cambuk yang dilakukan di Banda Aceh tidak
mengikuti petunjuk teknis pelaksanaan uqubat cambuk, untuk mengetahui sanksi yang dikenakan terhadap terdakwa yang
melakukan perlawanan balik ketika pidana cambuk dilakukan,  untuk mengetahui upaya penyelesaian terhadap masalah yang timbul
dalam tata cara pelaksanaan pidana cambuk di Banda Aceh.
Data dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan lapangan. Data sekunder dilakukan dengan cara
membaca peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penelitian ini, dan
penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer melalui wawancara dengan responden, informan, dan akademisi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab pelaksanaan pidana cambuk tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah
karena kurangnya pengetahuan aparat penegak hukum tentang Hukum Acara Jinayat, aparat penegak hukum terlalu mengikuti
kehendah publik (masyarakat), jaksa kurang konsisten dengan Hukum Acara Jinayat, kurangnya evaluasi yang dilakukan oleh
aparat penegak hukum, serta anggaran pelaksanaan pidana cambuk. Aturan hukum mengenai sanksi terhadap terpidana cambuk
yang melakukan perlawanan balik diatur dalam pasal 212 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Upaya penyelesaian terhadap
masalah yang terjadi dalam pelaksanaan pidana cambuk adalah penegakan hukum mengenai pelaksanaan pidana cambuk harus
ditegakkan, Eksekutor harus lebih memahami tahap-tahap pelaksanaan pidana cambuk, meningkatkan proses sosialisasi mengenai
Hukum Acara Jinayat, serta mencari upaya tindak lanjut untuk suatu perubahan lebih baik.
Disarankan agar aparat penegak hukum meningkatkan pengetahuan tentang Hukum Acara Jinayat, jaksa harus konsisten dengan
Hukum Acara Jinayat, serta aparat penegak hukum harus memberikan sanksi dan upaya penyelesaian yang tegas terhadap
permasalah dalam pelaksanaan pidana cambuk.
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